BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Timur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan
ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80,

Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor



111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1645);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok  Kepegawaian  sebagaimana  beberapa  kali
mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram  Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua



10.

11.

12.

13.

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun
2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
Tahun 2017 Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 144);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SERAM
BAGIAN TIMUR.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 10
Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Seram Bagian Timur diubah sebagai berikut:

Ketentuan Bab III Uraian Tugas Bagian Kedua Asisten Tata Praja Paragraf
Pertama Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Subbagian

Perangkat Daerah Pasal 7 ayat 3 (Tiga) berbunyi sebagai berikut:

BAB III
URAIAN TUGAS

Bagian Kedua
ASISTEN TATA PRAJA
Paragraf Pertama

Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Subbagian Perangkat Daerah dan Bina Pemerintahan Desa

Pasal 7

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusun rencana kegiatan dan program kerja

Subbagian Perangkat Daerah dan Bina Pemerintahan Desa;

b. Menyusun rencana operasional program pembinaan Subbagian
Perangkat Daerah dan Bina Pemerintahan Desa sesuai ketentuan yang

berlaku;



c. Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program
kerja Subbagian Perangkat Daerah dan Bina Pemerintahan Desa;

d. memfasiltasi teknis pelaksanaan pemilihan, pencalonan,
pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan ;

e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelesaian konflik pemilihan

kepala desa ;

f. melakukan evaluasi dan pembinaan kewenangan Kepala Desa
terhadap pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,;

g. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan penataan desa meliputi
pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan
penetapan desa/desa adat;

h. melaksanakan Inventarisasi dan pengkajian dasar hukum tertulis

maupun sumber lainnya dalam penentuan batas Desa;

i. Menyediakan sarana dan bahan rekomendasi penyelesaian dan
fasilitasi masalah urusan Perangkat Daerah dan Bina Pemerintahan

Desa sesuai ketentuan yang berlaku ;

j- Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi

Subbagian Perangkat Daerah dan Bina Pemerintahan Desa;

k. Menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan dalam pembinaan dan
pengembangan Subbagian Perangkat Daerah dan Bina Pemerintahan

Desa;
1. Membagi dan memberikan tugas kepada bawahannya sesuai fungsi;

m.Mengevaluasi pelaksanaan rencana kegiatan operasional yang telah

ditetapkan secara periodik;

n. Mengawasi dan membina, memberi arahan/petunjuk teknis serta

bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;

o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada pimpinan; dan

p. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai

ketentuan yang berlaku.



Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

~CHERLY USMAN, SH
NIP: 19710209 200604 2 020




BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 365 NOMOR 2018



